BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Tanggung jawab Notaris atas Akta yang dibuatnya terdiri dari tanggung
jawab secara perdata, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung
jawab berdasarkan kode etik notaris. Dalam kasus Putusan Nomor
No0.109/Pdt.G/2017/PN.Shy Notaris bertanggung jawab secara Perdata.
tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini
adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dimana notaris
mendengarkan kehendak dari pewasiat, bila ada kehendaknya yang
melanggar maka notaris harus menerangkan bahwa kehendaknya
melanggar Undang-undang, apabila pewasiat tetap menginginkan hal itu

tetap dicantumkan dalam wasiatnya maka notaris tidak dapat menolak.

b. Akibat Hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang melebihi legitime
portie Nomor 46 tanggal 22 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Notaris
Mutya Haryani adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat. Lili Setiawati, Lina Setiawati dan Jemmy
Handayah tidak memiliki hak terhadap harta yang diwasiatkan kepada
mereka. Menurut analisa penulis, keputusan hakim tersebut kurang tepat,
sebab akta wasiat yang dimintakan pembatalannya bukan berarti wasiat

tersebut batal keseluruhannya dan ahli waris legitimaris berhak atas semua



warisan dan kemudian pihak-pihak lain yang mewaris juga batal. Batal
disini hanyalah ketetapan-ketetapan terhadap bagian dalam wasiat yang
telah melanggar bagian mutlak. Seharusnya pada putusan ini hakim tidak
membatalkan akta wasiat tersebut secara keselurahan, atas tuntutan
legitime portie hakim seharusnya memutus untuk melakukan inkorting
terhadap harta yang diwasiatkan kepada Lili Setiawati, Lina Setiawati dan
Jemmy Handayah. Ahli waris legitimaris hanya berhak menuntut
pengurangan atau pengembalian dari harta yang telah diwasiatkan kepada
penerima wasiat sesuai dengan perhitungan bagian mutlak ahli waris
legitimaris yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang, bukan atas
seluruh harta warisan yang telah diwasiatkan pewaris pada penerima

wasiat.

2. Saran

a. Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal pembuatan akta
wasiat seorang Notaris harus lebih memperhatikan syarat-syarat yang
harus dipenuhi sehingga akta wasiat (testament acte) dapat berlaku
sah sebagai akta otentik. Sebaiknya, notaris dapat berperan dalam
memberikan pemahaman hukum kepada penghadap yang membuat
akta wasiat agar dapat kiranya menjelaskan kedudukan bagian mutlak
(legitime portie) dan kedudukan ahli waris legitimaris agar

menghindari munculnya sengketa hukum dalam pewarisan.



b. Hakim dalam memberikan putusan mengenai wasiat yang melanggar
legitime portie ini tidak seharusnya langsung membatalkan isi wasiat.
Hakim sebagai penegak hukum seharusnya lebih dalam mempelajari
masalah kewarisan ini, sebaiknya hakim selalu konsisten menerapkan
penggunaan pemotongan (inkorting), karena isi wasiat yang
melanggar bagian mutlak tidak secara otomatis demi hukum
menyebabkan batalnya surat wasiat tersebut, melainkan dari bagian
yang terlanggar harus dilakukan pemotongan-pemotongan(inkorting).
Karena bukan berarti ahli waris berhak atas seluruh kekayaan pewaris,
ahli waris hanya dapat menuntut hak mutlaknya yang dilanggar.
Setelah ketetapan-ketetapan dalam wasiat tersebut dibatalkan, ahli
waris mendapatkan bagian mutlaknya dengan cara melakukan

pengurangan (inkorting) dari bagian harta pewaris yang diwasiatkan.
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